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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu, Sentra Gakkumdu memiliki kompetensi 

kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran dugaan Tindak Pidana 

Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana 

Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran 

Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu. Bahwa hal demikian untuk 

menciptakan efektifitas penanganan dugaan tindak pidana Pemilu perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan 

tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu.59 Dimana kewenangan 

yang melekat dan di jalankan oleh Sentra Gakkumdu sendiri diatur dalam 

Pasal 6 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Sentra Gakkumdu Pemilu. 

2. Implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, adapun sepanjang 

pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

                                                 
59 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu 
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dan DPRD Kota Mataram Tahun 2019, Bawaslu Kota Mataram dan 

Panwaslu Kecematan se Kota Mataram telah memproses dugaan 

pelanggaran Pemilu sebanyak 20 (dua puluh) kasus, dimana hal tersebut 

terbagi dalam beberapa kategori pelanggaran, yaitu 9 (sembilan) dari 

laporan dan 11 (sebelas) dari temuan. Berdasarkan jumlah dugaan 

pelanggaran Pemilu tersebut di Kota Mataram, Bawaslu sendiri 

mengklasifikasinya ke dalam beberapa kategori yaitu, 1 (satu) 

pelanggaran administrasi, 5 (lima) Tindak Pidana Pemilu, 1 (satu) 

Hukum lainnya, 2 (dua) bukan pelanggaran dari laporan. Sedangkan dari 

temuan sebanyak, 2 (dua) pelanggaran administrasi, 2 (dua) Tindak 

Pidana Pemilu, 5 (lima) hukum lainnya, 2 (dua) bukan pelanggaran. 

Mengenai kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 

di Kota Mataram yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu, terdapat 7 

(tujuh) kasus dengan rincian 5 (lima) dari laporan, 2 (dua) dari temuan. 

Jumlah kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut dalam 

proses penyelesaiannya tidak sampai pada ruang ajudikasi atau peradilan. 

Hal demikian terhenti pada pembahasan tahap ke dua, yaitu tidak 

ditemukannya petunjuk lanjutan atau alat bukti tambahan yang 

memungkinkan koordinator Sentra Gakkumdu untuk mengeluarkan surat 

perintah Penyidikan.   

B. Saran 

1. Pemerintah bersama DPR perlu memiliki komitmen yang sama untuk 

menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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tentang Pemilu dan membentuk lembaga peradilan khusus yang 

menangani sengketa Pemilu di Indonesia. Agar segala bentuk proses 

penindakan terhadap pelanggaran pidana Pemilu dapat memiliki 

pedoman dan payung hukum untuk menyelesaikan setiap Tindak Pidana 

Pemilu. 

2. Sentra Gakkumdu diharapkan dapat dengan tegas dan terukur 

menyelesaikan segala kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 

yang terjadi di Kota Mataram sebagai bentuk menjunjung tinggi azas 

kepastian hukum.  
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